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3 N .. SELAKU
s KETUATmAANGGARANPEMEMNTAHDAERAH

| :_‘Dalam rangka menlndaklanjutl Surat ‘Edaran Gubernur Nomor 33/SE/2017 tentang Pedoman

_Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja- Perangkat o |

Daerah Tahun Anggaran 201 8 dengan ini menginstruksikan :

'Kepada , Do Kép’ala Badan Perenca'naan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- selaku Ketua | Tim Anggaran Pemerintah Daerah '

. 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku
Ketua Il Tim Anggaran Pemerlntah Daerah

3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provm3| DKl Jakarta selaku Ketua i | '
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

4, Kepala Badan Pajak dan Retrlbu3| Daerah Provm3| DKI Jakarta selaku Ketua vV |
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah '

5 Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta -

~ Untuk

KESATUV - Melaksanakan lnput keglatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ‘

' ~ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit KerJa Perangkat Daerah Provinsi- DKI .

Jakarta Tahun - Anggaran 2018 ke dalam sistem e- budgeting di website

- apbd.jakarta.go.id berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD

- serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018

antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :



" 1. Kepala Badan Perencanaan Pe'mbangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- selaku Ketua | Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada
sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan :

~a. penambahan kegiatan baru;_
b. perubahan atribut kegiatan; dan

C. penambahan anggaran' kegiatan.' '

2 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi. DKI Jakarta selaku’
Ketua lI Tim Anggaran Pemerlntah Daerah :

a.' memberlkan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk,

melakukan penglnputan kode rekenlng belanja;

b. melaksanakan input Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daera'h; .
dan = = ' - ‘ '

. c. melaksanakan input reallsaSI Dana Bagi Hasil dan Laln Iam Pendapatan
. Daerah. :

3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III ’
Tim Anggaran Pemerlntah Daerah :

.a. mengoordinasikan penerbitan ‘komponen belanja berdasarkan usulan dari

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ .

UKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b. memberikan akses pada sistem ebudgetmg kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk
'melakukan penginputan komponen belanja pada penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018

4, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua .
IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan' input perhitungan realisasi
pajak dan retribusi daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. '

5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unlt Kerja Perangkat Daerah
~ (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta
atributnya -dan/atau perbaikan kegiatan serta perbaikan kode rekening/
komponen belanja pada sistem e- budgeting berdasarkan pada kesepakatan -
- Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD Tahun Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.
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 KEDUA Pelaksanaan input keglatan sebagaimana dimaksud pada dlktum KESATU _
' dilaksanakan tanggal 15 November 2017.

_ lnstruks: Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim An

pada tanggal d rtetapkan

»Te'mbusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. lnspektur Provinsi DKI Jakarta

gggaran Pem.efintah Daefah ini mulai berlaku_

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 15 November 2017

, Sekretaris lpaerah Provinsi Daerah Khusus
¢ Ibukota Jakarta - '

};’Tlm A‘hgg\;ran Pemermtah Daerah

B “NIP"1 964021 1 1984031 002



	00000001
	00000002
	00000003

